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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Di masa sekarang dunia semakin berkembang pesat, dimana terdapat 

peristiwa hukum di masyarakat sudah menyadari pentingnya alat bukti, baik 

secara tertulis maupun tidak tertulis dan juga mempunyai kekuatan pembuktian 

yang kuat berupa Akta Otentik.1 Masyarakat kita menyadari bahwa bukti tertulis 

merupakan alat bukti penting untuk melakukan tindakan hukum.2 Oleh karena 

itu, dibutuhkan seseorang yang dapat diandalkan dan dapat dipercayai oleh 

masyarakat sehingga memberi jaminan dan bukti kuat dari seorang ahli yang 

tidak memihak (netral). Maka, masyarakat mencari seorang Notaris, dimana 

Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta-akta sebagai alat bukti 

yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dalam melakukan peristiwa 

hukum, dan apabila terdapat sengketa hukum yang mungkin akan terjadi di masa 

yang akan datang.3 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris Pasal 2 untuk mendapatkan jabatan Notaris harus 

diangkat oleh negara dengan Surat Keputusan Menteri khususnya dari Menteri 

 
1 Maria S.W. Sumardjono, 2001, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi. 
Cetakan Pertama, Penerbit Buku Kompas, Jakarta hal 3. 
2 Ubi societas ibi ius, Utrecht, Pengantar hukum Indonesia, PT.Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hal 1  
3 Suen Herief dan Marsudi Triatmodjo, 2010, Tanggung Jawab Notaris Dalam Menumbuhkan 
Kesadaran Hukum Masyarakat (Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004), Jurnal 
Penelitian Hukum Gadjah Mada Volume III, Yogyakarta, hal 10. 
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Hukum dan Hak Asasi Manusia maka jabatan Notaris bukanlah jabatan yang 

mudah diperoleh dan persyaratannya pun tidaklah mudah. 

 Notaris merupakan profesi hukum yang mulia dan dengan demikian 

profesi Notaris adalah suatu profesi mulia (nobile officium), dikarenakan profesi 

Notaris sangat erat kaitannya dengan kemanusiaan.4 Seseorang atau 

terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu Notaris dalam 

menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut 

dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.5 Dikarenakan Notaris merupakan 

profesi hukum yang memiliki etika profesi, yang kaidah-kaidah pokoknya antara 

lain6 : 

a. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan dan oleh karena itu sifat 

"tanpa pamrih" menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi; 

b. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari 

keadilan mengacu pada nilai-nilai yang luhur; 

c. Mengembangkan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat 

secara keseluruhan; 

d. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat 

menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi. 

 Notaris dituntut untuk memiliki rasa kepekaan atas nilai keadilan dan 

kebenaran serta mewujudkan kepastian hukum bagi pencapaian dan 

pemeliharaan ketertiban masyarakat. Selain itu, profesi hukum berkewajiban 

 
4 Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, 
UII Press, Yogyakarta, hal. 25. 
5 Ibid, hal 46 
6 Usman Suparman, 2008, Gaya Media Pratama, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di 
Indonesia, Jakarta, hal 14 
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selalu mengusahakan dengan penuh kesadaran yang bermoral untuk mengetahui 

segala aturan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara ilmiah bagi 

tegaknya hukum dan keadilan dan terutama diperuntukan bagi mereka yang 

membutuhkanya.7. Hal tersebut yang kemudian menjadikan Notaris menjadi 

semakin dipercaya oleh masyarakat sebagai salah satu jabatan yang menjalankan 

tugas dalam kewenangannya untuk membuat berbagai bentuk perjanjian yang 

bersifat Otentik terhadap suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh 

masyarkat. Notaris dituntut untuk memahami dengan baik dan benar mengenai 

undang-undang dan hukum yang berkaitan dengan akta yang akan dibuatnya. 

Notaris dalam menjalankan jabatannya diberikan kewenangan oleh Negara 

sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 untuk membuat Akta Otentik 

mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh 

peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan 

untuk dinyatakan dalam Akta Otentik. Ketentuan mengenai pembuatan Akta 

Otentik juga diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

yang mengatur bahwa, “Suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam 

bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum 

yang berwenang untuk itu di tempat akta yang dibuat.”8 Tujuan dari 

dibuatkannya sebuah akta salah satunya adalah untuk dipergunakan sebagai alat 

bukti dalam sebuah sengketa hukum agar membantu mengingat kembali 

 
7 Ibid, hal 42 
8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wet Boek], diterjemahkan oleh R. Soebekti 
dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Ps.1868 
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peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk 

kepentingan pembuktian9. Adanya Akta Otentik pun memberikan pengaruh 

positif bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang 

berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945 untuk dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan 

hukum kepada masyarakat, guna menunjang kesejahteraan masyarakat 

Indonesia.  

 Namun dalam praktiknya masih banyak ditemukan, terdapat Notaris 

yang tidak patuh, dalam hal ini tidak mengikuti arahan Undang-Undang Jabatan 

Notaris atau peraturan lain yang mengatur maka masih banyak akta-akta yang 

dibuat oleh Notaris tersebut menjadi objek sengketa oleh pihak lain yang merasa 

dirugikan akan keberadaan akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. Ketika akta 

tersebut dipermasalahkan maka secara otomatis Notaris yang menerbitkan akta 

tersebut dianggap bersekongkol melakukan tindakan yang melanggar Undang-

Undang Jabatan Notaris. Contoh tindak pidana yang umum terjadi misalnya 

memalsukan tanda tangan penghadap, memberikan keterangan palsu dan 

mencantumkan dalam akta dan masih banyak lagi. Dalam hal ini, tindakan 

tersebut dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain dengan 

sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan cara sekongkol dengan Notaris 

yang bersangkutan. Maka langkah yang akan diambil selanjutnya membawa 

perkara tersebut ke meja hijau agar dapat dibuktikan kebenarannya. Idealnya 

akta Notaris dibuat sesuai dengan kenyataan yang sebenar-benarnya dimana akta 

tersebut memuat kebenaran, kejujuran para pihak, akan tetapi di lapangan masih 

 
9 R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa, 1996, Cet. XXVIII, hlm.178. 
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banyak para penghadap yang memberikan keterangan palsu untuk 

menguntungkan dirinya sendiri, sehingga Notaris perlu teliti terhadap data-data 

yang didapat. Notaris tidak bisa menelan mentah-mentah segala informasi yang 

didapat dari penghadap, namun perlu mengumpulkan dokumen-dokumen 

pendukung argumentasi dari penghadap tersebut. Apabila Notaris sudah 

memahami kehendak para penghadap maka dapat dimasukan dalam akta 

Notaris. Dalam KUHPerdata, disebutkan bahwa Akta Otentik atau akta Notaris 

ini ialah alat bukti tertulis yang mengingat, dalam hal ini apabila masuk dalam 

meja hijau, hakim berasumsi segala peristiwa hukum yang ada dalam akta 

tersebut merupakan benar atau kejadian yang sebenar-benarnya. Terdapat 

pengecualian yaitu terdapat pihak lain memiliki bukti lain yang menyanggah 

bahwa akta tersebut tidak benar sehingga mempertanyakan kekuatan 

pembuktian sempurna pada akta Notaris tersebut.  

 Dalam kasus-kasus perdata terdapat asas pembuktian terbalik, dimana 

akta Notaris dianggap akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna 

namun apabila ada pihak yang menyanggah akta tersebut tidak benar, maka dari 

itu pihak tersebut yang harus membuktikan sebaliknya. Terdapat perbedaan 

dengan kasus-kasus pidana dimana akta Notaris sebagai alat bukti tertulis namun 

tidak dapat mengikat hakim atau penyidik dalam hal pembuktian.10 Akta Notaris 

dalam kasus pidana sah secara undang-undung namun tidak dapat berdiri sendiri 

tetap memerlukan bukti lain yang mendukung.11 Selain itu dalam peraturan di 

Undang-Undang Jabatan Notaris pun Notaris wajib mengetahui semua akta-akta 

 
10 M, Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Masalah KUHP Pemeriksaan Sidang di Pengadilan, 
Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 282.  
11 Ibid, hal 301 
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yang ia buat, tanggung jawab sepenuhnya karena Notaris lah yang menerbitkan 

akta tersebut sehingga apabila terjadi keluhan atau pertanyaan dari para 

penghadap maupun pihak lain, maka Notaris harus menjelaskan atau 

bertanggung jawab penuh terhadap akta tersebut. Pada akta Notaris sering 

terdapat kata-kata ditulis menurut keterangannya atau berdasarkan kesaksian 

para pihak, kata-kata tersebut merupakan bentuk perlindungan diri Notaris 

tersebut karena keterangan yang Notaris dapat dari pihak penghadap bukan 

berdasarkan asumsi atau karangan Notaris tersebut sehingga apabila pihak 

penghadap tidak jujur atau memberikan keterangan palsu tidak bisa seolah-olah 

menyalahkan Notaris tersebut. Berbeda cerita apabila akta yang dibuat oleh 

Notaris mengandung unsur kelalaian baik sengaja maupun tidak sengaja dari 

Notaris dimana akta tersebut tidak sah memiliki kecatatan tidak kesuai dengan 

keadaan yang sebenar-benarnya sehingga Notaris wajib 

mempertanggungjawabkan perbuatannya atas akta tersebut. Sebagai seorang 

Notaris perlu ketelitian penuh dalam membuat akta agar tidak melanggar 

Undang-Undang Jabatan Notaris maupun kode etik Notaris. Apabila itu 

terlanggar dapat mencoreng citra Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta, 

yang ditakutkan adalah kehilangan rasa kepercayaan dan martabat Notaris di 

masyarakat.12 Oleh karena itu, pengaturan tentang kewenangan Notaris diatur 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris Pasal 15 perlu disosialisasikan kepada para calon Notaris agar 

 
12 Yahya, Harahap 2001, Permasalahan dan Pemeriksaan Notaris, Sinar Grafika, Bandung hal, 
277 
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memahami betul terhadap tanggung jawabnya menerbitkan suatu akta otentik. 

Dengan tujuan agar perbuatan Notaris tidak dilakukan dengan seenaknya 

maupun ceroboh karena tanggung jawabnya pun besar terhadap pembuatan akta 

otentik dapat dilihat dari segi perdata, pidana maupun administrasi. Mirisnya 

masih banyak dalam praktik masih ditemukan Notaris yang melakukan 

pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang maupun Kode Etik salah 

satunya memalsukan akta memberikan keterangan-keterangan palsu. Perbuatan 

Notaris yang disebutkan tersebut dikategorikan tindak pidana sehingga 

perbuatannya memalsukan akta dapat merugikan pihak lain yang memiliki 

kepentingan.  

 Code Penal mengatur tentang tindak pidana pemalsuan yang 

berpengaruh dari pengaturan pertumbuhan tindak pidana dalam Hukum 

Romawi.13 Tindak pidana pemalsuan dalam Hukum Romawi yaitu pemalsuan 

surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan sudah ditambah dengan 

sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai 

pemalsuan-pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut di dalam doktrin juga 

disebut quasti falsum atau pemalsuan yang sifatnya semu.14 Pada waktu 

pemalsuan tulisan ataupun tindak pidana pemalsuan surat dapat ditemukan 

dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP, terdapat dua paham tentang tindak 

pidana mana yang harus dimasukkan ke dalam pengertian tindak pidana 

pemalsuan surat, khususnya Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris.  

 
13 Lamintang, Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat; Alat 
Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 23 
14 Ibid, hal 14 
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 Sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP yang 

berkenaan dengan akta-Akta Otentik secara umum tindak pidana pemalsuan 

surat atau pemalsuan tulisan sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264, 266, dan 

276 KUHP yang ancaman pidana penjara paling lama enam tahun. Ketentuan 

yang termuat dalam KUHP itu menjadi bagian dari ketentuan yang mengatur 

perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk pengemban profesi 

hukum seperti Notaris untuk dituntut pertanggungjawabannya secara yuridis atas 

dugaan perbuatan diduga bertentangan atau berlawanan dengan hukum. 

Senyatanya pada masyarakat sering ditemukan adanya pihak yang memberikan 

data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada Notaris dalam 

pembuatan Akta Notaris. Hal tersebut berdampak pada akta yang dibuatnya yang 

dikemudian hari menjadi bermasalah. Timbul persoalan dalam hal bentuk 

pertanggung jawaban Notaris terhadap proses pembuatan Akta Otentik yang 

data dan informasinya di palsukan oleh para pihak. Undang-Undang Jabatan 

Notaris tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana seorang Notaris dari 

akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh 

para pihak. Ironisnya terdapat kasus bahwa pihak yang memalsukan data 

tersebut adalah Notaris tersebut maupun keduanya.  

 Dalam perkara Nomor 247/PID/2015/PT.DKI yang akan dibahas, 

seorang Notaris yaitu Notaris Bonar S dan sanksinya yaitu bernama Karna 

berbuat atau melakukan tindakan yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang 

yaitu memalsukan data dalam proses pembuatan Akta Otentik dalam kasus ini 

Akta Jual Beli. Sebagai pejabat umum Notaris Bonar S dengan sengaja 

memalsukan tanda tangan salah satu pihak yang sudah meninggal dunia, 
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membuat Akta Jual Beli sedangkan pembayaran belum lunas sehingga akta 

tersebut berlaku sebagai kwitansi yang sah, membuat Salinan Akta palsu dimana 

terdapat adanya perbedaan dengan Minuta Akta yang mana Minuta Akta tersebut 

belum ditandatangani oleh pihak pembeli. Perbuatan memalsukan tanda tangan 

pihak yang sudah meninggal dunia merugikan banyak pihak salah satunya ialah 

ahli waris nya tersebut dikarenakan apa yang seharusnya menjadi hak ahli waris 

tersebut menjadi beralih. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris Bonar S telah 

merugikan ahli waris Sukmawijaya, pemegang sertifikat sesungguhnya beserta 

pembelinya yaitu PT Graha CK. Mereka berkepentingan terhadap objek karena 

Akta Otentik Palsu tersebut digunakan sebagai alat bukti yang seolah-olah 

dianggap benar dihadapan hukum, namun pihak lain atau pihak yang dirugikan 

perlu membuktikan dengan alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa akta 

palsu tersebut tidaklah benar atau mengandung unsur-unsur palsu. Maka dari itu, 

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan Notaris Bonar S 

dinyatakan telah terbukti bersalah dengan semua alat bukti yang sudah 

terkumpul. 

 Maka, berdasarkan pemaparan diatas tersebut maka akan menganalisis 

dan melakukan penulisan tesis menggunakan judul "TANGGUNG JAWAB 

NOTARIS DALAM PEMALSUAN AKTA OTENTIK (STUDI KASUS 

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA 

JAKARTA NOMOR 247/PID/2015/PT.DKI)" 
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1.2 Perumusan Permasalahan 

 Berdasarkan latar belakang yang Penulis jabarkan diatas maka rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap kerugian para pihak 

akibat pemalsuan Akta Otentik? 

2. Bagaimana kedudukan hukum Akta Palsu terhadap para pihak dan 

pihak ketiga? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari diadakannya penulisan dari permasalahan- permasalahan yang 

telah dipaparkan diatas yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap kerugian para 

pihak akibat pemalsuan Akta Otentik. 

b. Untuk menganalisis kedudukan hukum Akta Palsu terhadap para pihak 

dan pihak ketiga. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi akademisi hukum 

di bidang hukum maupub praktisi, khususnya bidang profesi 

kenotariatan. 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan membawa manfaat terutama bagi profesi 

Notaris pada saat menjabat sebagai Notaris untuk mengoreksi diri dari 
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kesalahan yang dilakukan selama menjabat dengan maksud agar lebih 

teliti dan waspada dalam melaksanakan profesinya, serta mengedukasi 

masyarakat-masyarakat yang berhubungan Notaris. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

  Penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan tujuan agar penelitian 

terbagi dengan baik dan sistematis sehingga pembaca dapat mengetahui 

kerangka tulisan dengan jelas, terbagi sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan 

Pada bab ini terdapat penjelasan atau suatu gambaran dari latar belakang 

tentang permasalahan yang diteliti, yaitu tanggung jawab Notaris dalam 

pemalsuan akta otentik. Selain latar belakang, penulis akan menjabarkan 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi uraian yang terbagi ke dalam landasan teori yang membahas 

mengenai pengertian Notaris sebagai pejabat umum beserta kewenangan, 

kewajiban dan larangan Notaris, Sanksi Notaris, Akta sebagai alat bukti 

tertulis, serta kekuatan pembuktian akta Notaris dan tinjauan konseptual 

terdiri definisi. dan bentuk pemalsuan, unsur-unsur tindak pidana 

pemalsuan, dan akibat hukum terhadap adanya dokumen palsu dalam 

pembuatan Akta Otentik 

Bab III : Metode Penelitian 
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Bab ketiga merupakan bab yang berisi pemaparan mengenai metodologi 

penelitian yang digunakan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, 

terdiri dari jenis penelitian, bahan-bahan yang digunakan, pendekatan 

hingga analisa yang akan digunakan. 

Bab IV : Kasus posisi dan Analisa hasil penelitian 

Bab ini berisi uraian / menjabarkan singkat kasus posisi dan diikuti dengan 

analisa mengenai tanggung jawab Notaris terhadap kerugian para pihak 

akibat pemalsuan Akta Otentik dan kedudukan hukum Akta palsu yang 

dibuat oleh Notaris terhadap para pihak dan pihak ketiga. 

Bab V : Kesimpulan dan Saran 

Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban 

atas kedua rumusan masalah yang telah dianalisa pada bab IV dan diakhiri 

dengan saran dari penulis pada penelitian ini. 

 

  


